
 
 

2. BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

 

1. Konsep asas ex aequo et bono dalam hukum acara perdata di Indonesia 

adalah sebagai salah satu asas dalam penjatuhan putusan perkara perdata 

dengan memanfaatkan petitum subsidair yang bersifat antisipatif. 

Kedudukan asas tersebut bukan sebagai penentangan terhadap asas ultra 

petita karena pada hakikatnya keduanya memiliki hubungan yang sangat 

erat untuk mewujudkan keadilan. Penerapan asas ex aequo et bono 

dilakukan dengan mengacu pada kerangka yang sesuai dengan inti petitum 

primer dan memperhatikan ruang lingkup dalil gugatan yang kemudian 

dibatasi oleh adanya larangan ultra petita. 

2. Penerapan asas ex aequo et bono oleh hakim sangat dimungkinkan apabila 

hakim menemukan kondisi di mana dalam merumuskan putusan, undang-

undangnya atau aturan positifnya tidak ada atau undang-undang yang ada 

bertentangan dengan kepentingan umum sehingga untuk menyelesaikan 

sengketa hakim akan cenderung lebih mempertimbangkan nilai keadilan 

dengan tetap memperhatikan tahapan-tahapan dalam proses penjatuhan 

putusan. Penerapan asas ex aequo et bono dimulai ketika proses kualifisir 

dengan Hakim tetap terikat mengutamakan penerapan ketentuan undang-

undang atau dengan jalan penemuan hukum dan berakhir dalam tahap 



 
 

konstituir untuk memilah petitum subsidair yang bermuatan asas ex aequo 

et bono sebagai jawaban atas penyelesaian sengketa. 

3. Implikasi dari penerapan asas ex aequo et bono adalah  lebih memberikan 

keadilan hukum kepada masyarakat karena: pertama, Putusan yang 

dihasilkan memberikan jalan keluar dari masalah hukum yang dihadapi oleh 

para pihak, kedua, Putusan yang dihasilkan membawa keadilan tidak hanya 

bagi para pihak yang bersengketa, tetapi juga bagi pihak lain terutama 

masyarakat, ketiga keadilan yang diwujudkan berlandaskan hukum dan 

bukan berlandaskan subyektifitas hakim, dan keempat, Putusan yang 

dihasilkan dapat diterima oleh pihak yang kalah dalam perkara. 

5.2 Saran 

1. Penerapan prinsip Aequo et Bono yang didasarkan pada prinsip keadilan 

dengan pendekatan kearah nilai-nilai keadilan adalah dibenarkan untuk 

memenuhi keadilan bagi masyarakat pencari keadilan. Akan tetapi, 

penerapannya tidak dapat begitu saja dilaksanakan. Hal demikian karena 

kebebasan hakim dalam penjatuhan putusan yang berkenaan dengan 

kewenangan yudisial tidak bersifat mutlak dan cenderung relative. Sehingga 

ada tolak ukur yang konkrit dan tahapan-tahapan yang harus terlebih dahulu 

dilalui sebelum dapat menerapkan asas Aequo et Bono dalam proses 

penjatuhan putusan 

2. Meskipun pengaturannya masih bersifat abstrak, dan belum menjadi hukup 

positif sebagaimana asas ultra petita, penerapan asas Aequo et Bono tetap 



 
 

dibenarkan. Hal tersebut tidak terlepas dari fungsi peradilan itu sendiri 

untuk menegakkan hukum dan keadilan secara merdeka dengan memahami 

nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Akan tetapi Asas 

ex aequo et bono dapat diterapkan harus didasarkan pada kelayakan atau 

kepatuhan. Lalu kelayakan atau kepatutan yang dijadikan pijakan itu masih 

berada dalam kerangka jiwa petitum primair dan dalil gugatan. Dalam arti 

tidak tepat jika putusan atas tuntutan subsidair melebihi apa yang tidak 

dituntut oleh penggugat dalam gugatan primair, atau melebihi apa yang 

dituntut. 

3. Penerapan asas ex aequo et bono terkadang disebabkan karena adanya 

konflik atau antinomy peraturan yang didalamya mengandung asas keadilan 

dan kepastian hukum. Koflik antara kepastian hukum dan keadilan ini 

sebenarnya dapat diatasi dengan antara lain, yakni bagaimana proses 

pembuatan produk peraturan. Maksudnya di sini tidak lain adalah suatu 

aturan hukum akan benar dan adil apabila dibuat dengan cara-cara yang 

benar dan materi muatannya sesuai dengan kesadaran hukum dan memberi 

sebesar-besanya manfaat bagi kepentingan orang perorangan dan 

masyarakat pada umumnya, sehingga dapat mengakomodir kepentingan 

para pihak. 

4. Untuk mengoptimalkan penerapan asas ex aequo et bono maka setidaknya 

dibuatkan suatu pedoman beracara yang berbentuk aturan yang dapat 

mengakomodir penerapan asas tersebut. Hal tersebut agar tidak terdapat lagi 

disparitas putusan hakim dan putusan yang dihasilkan akan lebih 



 
 

mengakomodir kepentingan para pihak dengan berlandaskan hukum dan 

pedoman beracara yakni dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung 

(SEMA) ataupun bisa berbentuk Peraturan Mahkamah Agung 

(PERMA). 
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